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ABSTRAK

Della Fuspitha Syam, Alyas, Muhammad Tahir. Kualitas Pelayanan
Penyuluh Pertanian Pada Kelompok Tani di Balai Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan :
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

berkualitas dari para pemberi layanan, meskipun kenyataanya sering tidak
sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik selama ini
masih tergolong berbelit-belit, lambat, mahal, sulit dan sangat melelahkan.
Kecenderungan hal seperti ini terjadi karena masyarakat masih dijadikan
posisi sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani.

Dalam UU No, 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatakan

bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan/agenda




dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

sebagai penyediaan jasa-jasa publik dan barang barang-barang publik yang
pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah
adalah  pemenuhan  kebutuhanpangan untuk  masyarakat dengan
memberdayagunakan penyuluh. Penyuluh di tuntut untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat agar mampu meningkatkan hasil pangan,

memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab




dalam mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanva,

Penyelenggara penyuluh pertanian bagi petani diharapkan mampu
menjembatani fenomena-fenomena
dengan perkembangan ilmu
maupun independen. Pe "/ al wjung tombak dalam proses
NL'TA\ ang berkualitas

=

ang terjadi di lingkungan petani, nelayan
baik sifatnya tetap/temporer
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Dengan adanya pelayanan ini, penyuluh membuat atau menyusun

rencana kerja layanan sesuai dengan fungsi dan tugasnya yaitu penyuluhan
vang terjun langsung ke lapangan atau berpartisipasi dalam melayani melalui
‘mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,
sehingga penyuluh dalam memberikan layanan mampu meningkatkan kinerja
melalui program-program yang menunjang produksi pangan, Kompetensi

penyuluh dalam menentukan keefektifan pelayanan melalui kinerja pelayanan




yang bertujuan untuk mengembangkan misi penyuluhan dan tingkat kinerja
yang diharapkan,

Presepsi dari sebagian masyarakat atau petani terhadap kemampuan
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Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kemudian penyuluh di tugaskan di setiap
kecamatan kabupaten Enrekang vyang disebut BP3K (Balai Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). Selain itu Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) kabupaten Enrckang juga
menerapkan segala kinerja pelayanan yang menyangkut hasil pekerjaan,
kecepatan kerja yang dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat dan
ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan adanya kinerja




pelayanan ini penyuluh kabupaten Enrekang dapat meningkatkan pelayanan
melalui Program Penyuluhan atau SKP (Sasaran Kerja Pegawai) vang di buat

setiap tahunnya berupa kegiatan-kegiatan terencanakan dan di laksanakan.

=i

Pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan penyuluh bertujuan
sebagai tanggung jawab dan pelayanan dari kinerja yang diberikan penyuluh
kepada masyarakat dengan memberikan pengajaran ftentang perawatan
pangan, memfasilitasi para petani dengan memberikan benih yang telah di
sediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan.

Dani ketetapan menteri pertanian, penyuluh kabupaten Enrekang
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketetapan Bupati Enrekang



Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja badan
pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
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petani untuk menghadiri kegiatan penyuluh pertanian.

3. Ketidak harmonisan yang terjadi diantara penyuluh dan masyarakat yang
terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian, sala
satunya disebabkan adanya pemahaman yang berbeda. Hubungan vang
terjadi akibat ketidaksepahaman kamunikasi berpotensi menimbulkan
konflik dalam komunikasi yang dapat menyebabkan komunikasi tidak

efektif dan pada akhirnya tujuan organisasi pun sulit untuk dicapai.




Terkait dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti
kemudian merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang
permasalahan tersebul menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul

1. Untuk Mengetahui Peran Pelayanan Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggeraja
Kabupaten Enrekang.

2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghamabat Pelayana
Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(BP3K ) Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.




D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalah yang menjadi fokus penelitian dan tujuan

vang ingin di capai maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat

antara lain:
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Diga Aulia Sari (201

motivasi penyuluh, pendapatan penyuluh, dan fasilitas kerja, sedangkan
faktor-faktor vang tidak berhubungan nyata dengan kinerja penyuluh pertanian
dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian adalah jumlah petani
binaan penyuluh, system penghargaan, dan jarak tempat tinggal dengan
wilayah kerja penyuluh dan jarak tempat tinggal dengan wilayah kerja
penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja

penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian di
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BP3K Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam
Klarifikasi sedang,
Ida Syahrani (2016) dengan judul Kinerja Pelayanan Penyuluh
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wanita (KWT) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung, Penyuluh pertanian
dipandang sebagai suatu masalah penting untuk memajukan pembangunan
sector pertanian, didalam lembaga Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
kehutanan disebut penyuluhan adalah proses pemebelajaran bagi pelaku utama
serta pelaku usaha agar agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses infprmasi pasar, teknologi,
permodalan dan sumber daya lainnya sebagia upaya untuk meningkatkan
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produktivitas, efisensi usaha, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarisn
lingkungan hidup. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanandan Kehutanan
(BP3K) natar mempunyai upaya dan tugasnya hal tersebut dilaksanakan

melalui kegiatan ,A P3K). Penelitian ini bertujuan untuk
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(Al Organisas

vang telah dicapai.

Konsep kinerja dalam organisasi adalah jawaban dan berhasil atau
tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manager
sering kali tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala
sesuatu jadi salah, Terlalu sering atasan atau manager tidak mengetahui
betapa buruknya kinerja yang telah merosot sehingga perusahaan/instansi

menghadap krisis vang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang
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mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya
kinerja yang menurun.

Kimxja merupakan suatu hasil yang diperoleh dari orgamisasi baik

organisasi tersebut A,\-t dan nonprofit oriented vang

dihasilkan selama sz dirancang. Sementara itu,

Sedangkan Mangkunegara (2006:67), mengatakan bahwa kinerja
adalah hasil kerja dari suatu kualitas dan kuantitas individu dalam

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diamanahkan.
Adapun pengertian kinerja, menurut Agus Dharma (1991:105) yang
mengatakan kinerja pegawai adalah sesuatu yang dicapai oleh pegawai,
aspek prestasi kerja yang diperhatikan oleh pegawai, tingkat kemampuan
kerja yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor.”
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Berbicara mengenai kinerja maka tuntutan terhadap perbaikan kinerja

sektor publik semakin tinggi mengingat dalam era milenial seperti saat int

hingga masyarakal akan semakin
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2. Pengertian Kualitas
Kualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan
persaingan dengan pasar. Ketika perusahaan telah mampu menvediakan
produk berkualitas maka telah membangun salah satu fondasi untuk
menciptakan kepuasaan pelanggan.
Menurut Taguchi (1987), kualitas adalah Joss ro sociery, yang

maksudnya adalah apabila terjadi penyimpangan dari target, hal ini
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merupakan fungsi berkurangnya kualitas. pada sisi lain, berkurangnya
kualitas tersebut akan menimbulkan biaya.

Menurut Crosby (1979). mendefiniskan kualitas sebagai kesesuain

direncanakan. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan jumlah pendanaan
vang dikeluarkan dalam upava mencapai tujuan. Bila pendanaan atau
pengorbanan dianggap terlalu besar, maka dapat disimpulkan tidak
efisien,

b, Otoritas dan tanggung jawab (authority dan responsibility): Authority
adalah bentuk sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu

organmisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang peserta
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organisasi kepada anggota organisasi lain untuk melakukan suatu

program kerja. Wewenang adalah hak seseorang untuk memberikan
perintah (kepada bawahan), s

/,, a ', \\\
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4. Penilaian Kinerja

Salah satu cara untuk melihat perkembangan suatu organisasi yaitu
dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek
penilaian kinerja adalah seperti kecakapan, tingkat kemampuan pegawai
dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan tugas yang dievaluasi dengan
menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif serta dilakukan secara
berkala.




16

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak
manajemen suatu organisasi atau perusahaan baik para karvawan maupun

manajer atau pimpinan yang selama ini telah melakukan pekerjaannya.

Penilaian kinerja merujuk pad em formal, sistematis, terstruktur

pengaruhi sifat-sifat yang
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penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa penilaian obyek orang

ataupun sesuatu (barang).”

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi
kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan logis
untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan tingkat kinerja organisasi.
Disamping dapat menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat,

memberikan tanggungjawab yang sesuai, memberikan tanggungjawab yang
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sesuai kepada karyawan schingga melaksanakan pekerjaan yang lebih baik
b _
1. Indikator Kinerja

Penetapan beberapa indikatc ah suatu proses identifikasi

\\\A\lh,///
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c¢. Ketepatan waktu (Timeliness): suatu nilai dimana pekerjaan harus
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau pada
waktu yang ditetapkan.

d Kebutuhan akan pengawasan (Need for supervision) : dimana
pegawai tanpa ragu untuk meminta bantuan atau petunjuk dari
supervisor untuk melaksanakan pekerjaan akan terhindar dari
kekelirun yang berakibat buruk bagi organisasi.
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c. Efektifitas biaya (Cost-efferctiveness): terkait dengan penggunaan
sumber-sumber organisasi dalam mendapatkan atau memperoleh

hasil atau pengurangan pemborosan dalam menggunakan sumber-

//’" \“‘\\ '
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direncanakan. Pengukuran ketetapan wakiu vaitu jenis khusus
penyelesaian suatu kegiatan.

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan dalam
mengevaluasi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun tahap setelah
kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai
saat kegiatan yang dilakukan selesai sedangkan untuk indikator out-comes,

benefits dan impact yang diperoleh setelah kegiatan selesai.




C. Konsep Pelayanan Publik
1. Pelayanan Publik

Istilah pelayan berasal dari kata “layan” yang artinya membantu,

menolong. menyediakan se /\\ diperlukan oleh orang lain
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terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut KBBI dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani
kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu, menyiapkan
atau mengurus apa yang diperlukan sescorang. Wewenang Pemerintah
pada komitmen ini bisah dipercaya kalau rakyat merasa bahwa Pemerintah
yang berjalan masih berusaha mengarah pada upaya untuk melindungi dan

melayani masyarakat dengan baik.
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Zauhar (2001) (dalam prasoje, et. el 2006:6) menyatakan
pelayanan publik merupakan upaya membantu atau memberi manfaat
kepada publik melalui penyediaa
mereka. Pelayanan publi oM dan jasa publik (public

garakan oleh pemerintah

barang atau jasa yang diperlukan oleh
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lain vang tugasnva memberikan penjelasan atau keterangan kepada
siapapun yang memerlukan agar layanan lisan sesual dengan yang
diharapkan, Adapun syarat-svarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan
yaitu: Mampu memberikan penjelasan yang perlu dengan lancar, singkat,
cukup jelas sehingga memuaskan bagi masyarakat yang ingin memperoleh

kejelasan mengenai sesuatu hal.

b. Layanan melalui tulisan.




Layanan melalui tulisan adalah suatu bentuk layanan yang paling
mendalam pelaksanaan tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari

segl peranannya. Pada dasarnya layanan tulisan cukup efektif dan efisien

terutama bagi layanan jars /\ a faktor biaya, agar dalam bentuk

tulisan dapat mex

yang ditunggu oleh orang-orang berkepentingan.

Sementara itu Sinambela (2008:12) mengemukakan bahwa pelayanan
publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
masyarkat/manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam
suatu kesatuan atau kumpulan, dan memberikan kepuasan tersendiri

meskipun hasilnya sebenarnya tidak berkaitan pada suatu produk secara

fisik.”




Hal ini terkait dengan situasi dimana sumber publik semakin Imgl:a
keberadaannya sehingga perlu dikembangkan pemberdayaan di kalangan

masyarakat dan aparatur ncgara agar dapat mengurangi beban pemerintah

dalam hal pelayanan pub_l
Input pela rdarisasi mengingat kuantitas
L
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penyedia layanan.
3. Jenis layanan, layanan vang dapat diberikan oleh penyedia layanan

kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam hal ini memeberikan layanan penyediaan

layanan harus merujuk pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan

pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan kamna tingkat kepuasan
diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan
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standar kualitas’kuantitas barang dan jasa yang mereka nikmati,

Adapun Ciri-ciri pelayan publik yang baik adalah memiliki unsur-

unsur sebagai berikut (Kasmir, 2006:34):

berikut (Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004) :

1. Transparansi : Bersifat terbuka , Mudah, Efisien dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara baik serta mudah
dimengerti.

2. Akuntabilitas : Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional - Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan




24

penerima pelayanan dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan
efektifitas,

4. Partisipanf : Mendorong masyarakat dalam hal penyelenggaraan
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Dokumen-dokumen ini antara lain: Akte Kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),
Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Paspor,  Sertifikat
Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

b. Kelompok Pelayanan Barang merupakan pelayanan  yang
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menghasilkan berbagai jenis/bentuk barang yang digunakan oleh
publik, misalnya jaringan internet dan telepon, penyediaan air bersih,
tenaga listrik, dan lain sebagai
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meliputi (UU no.25 tahun 2009 : pasal 1,ayat 1)

a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh
perusahaan/instansi pemerintah yang sebagfan atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

b. Pengadaan dan penyaluran barang publik dilakukan oleh suatu badan

usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber



26

dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
¢. Pengadaan dan penyaluran barang publik pembiayaannva tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
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r dan kekayaan

c. Penyediaan jasa publik pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran

@

ang  modal

pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah atay badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atawdan kekayaan daerah
yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang
ditetapkan ddam peraturan perundang-undangan.
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6. Prinsip Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Mustofadidjaja (dalam
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2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus

memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

. Kesederhanaan : Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
untuk dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan : Kejelasan yang dimaksud mencakup kejelasan dalam

hal:Persyaratan, berupa teknis dan administratif pelayanan publik:
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7. Standar Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan
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dalam sistem dan prosedur pelayanan publik sekurang-kurangnya harus
memuat, hal-hal sebagai berikut:

a. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan

b. Tata cara penanganan pelayanan

¢. Tata cara penyampaian hasil pelayanan

d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan.
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Berdasarkan pengertian prosedur pelayanan tersebut diatas, maka dapat
dijelaskan bahwa empat tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut:
pelayanan, ialah tahapan-tahapan yang

a, Tata cara pengajuan permohona
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jelas/pasti serta dengan cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka
menyampaikan hasil pelayanan yang telah selesai ditangani, Pada tahap ini
selanjutnya permohonan pelayanan yang telah ditangani oleh petugas yang
berwenang akan disampaikan hasilnya kepada pemohon yang
bersangkutan.

d. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan, adalah tahapan-tahapan
vang jelas dengan cara-cara yang harus ditempuh untuk dapat




menyampaikan pengaduan yang berhubungan dengan masalah pelayanan
Pemohon dapat mengadukan atau mengajukan masalah ketidakpuasan dan

masalah-masalah lain yang berkaitan dengan proses pelayanan pada tiap

e ry
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6, Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan
kemampuan yang baik dan fepat berdasarkan dasar pengetahuan,
keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.
8. Indikator Pelayanan
Pada umumnya, terdapat beragam alat ukur, tolak ukur, parameter,
atau indikator pelayanan publik untuk menentukan pelayanan yang baik.
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Secara sederhana dapat dikatakan pelayanan yang baik dapat dinilai
dengan cara membandingkan persepsi pelanggan atas pelayanan nyata

bagi mereka serta diperoleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka

baik itu sendiri, terdapat
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besar proses penyelenggara pelayanan sesuai dengan kepentingan

stakeholder dengan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu menurut Zeithaml, Parasuraman& Berry (1990)

(dalam Ratminto dan Atik 2012:175) menggunakan ukuran tangibel,
reliability, responsivenes, assurance, ampa_fhy

a. Tangibel atau ketampakan fisik yaitu : fasilitas fisik, peralatan,

pegawai dan fasilitas-fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia
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layanan.
b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan

pelayanan yang dijanjikan secare

¢. Responsivenes adalah kefelaan wfituk menolong penggunaan layanan

kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang
dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan
padanya.

Selain itu, Tjiptono (2000) (dalam Prasojo. et al 2012:18)
menyatakan bahwa kualitas/’kuantitas memiliki hubungan yang erat dengan
kepuasan pelanggan. Kualitas memberi suatu dorongan kepada pelanggan

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan organisasi pemberi
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layanan. Dalam waktu panjang, ikatan seperti ini memudahkan organisasi
dalam memahami harapan pelanggan serta kebutuhan mereka.
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pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

e Pola pelayanan elektronik : Pola pelayanan masvarakat yang
dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang
otomatis pemberian layanan dan bersifat online sehingga dapat
menyesuatkan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan

p.elayanan.
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2. Indikator Kinerja Palayanan

Pengukuran kinerja pelayanan publik seringkali dikaitkan dengan

pengukuran kinerja pemerintah. Hal seperti ini tidak mengherankan karena

d. Kompetensi (Competence)

e. Kesopanan (Courtessy)

£ Krediabilitas (Credibility)

g. Keamanan (Security)

h. Akses (Accsess)

i Komunikasi (Communication)

j.  Pengertian ([ nderstanding the customers)
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3. Penyuluh Pertanian
Departemen  Pertanian Republik  Indonesia mendefenisikan

penyuluhan sebagai suatu upaya pemberdayaan petani beserta masvarakat
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demikian penyuluhan dapat disimpulkan sebagai suatu proses perubahan
sikap/perilaku  dikalangan masyarakat schingga mereka memiliki
pengetahuan, kemampuan’kemauan dan memiliki keterampilan dalam
melakukan  perubahan-perubahan  demi  tercapainya  peningkatan
pendapatan, produksi dan perbaikan kesehjateraan masyarakat yang ingin
dicapai melalui pembangunan pertamian. Dengan kata lain, penyuluhan

sebagai ilmu mempelajari bagaimana pola perilaku manusia terbentuk,
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perilaku - manusia supaya berubah atau dirubah schingga ingin
meninggalkan kebiasan yang lama dan menggantinya dengan perilaku
baru demi meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Dalam pengaplikasian kegiatan persiapan penyuluhan pertanian,

pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta
pengembangan penyuluhan pertanian terdapat tujuh fungsi Penyuluh
Pertanian yaitu :

a. Memanfaafkan proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
b. Mengoptimalkan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha

kepada sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya
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sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya;
¢ Meningkatkan  kemampuan kepemimpinan, manejerial, dan
kewirausahaan/ entrepreneurship pelaku utama dan pelaku usaha;
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pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan kepada kepala instansi masing-

masing mulai di tingkat kecamatan kabupaten dan di tingkat provinsi,
4. Capaian Kinerja SKPD
Secara umum capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
dari tahun 2009 s/d 2013 diuraikan secara singkat melalui pencapaian
target RPIMD Kabupaten Enrekang sebagai berikut :
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a. Berkembangnya Komoditas Unggulan yang berdaya saing di
Pasaran Indikator kinerja Tahun 2013 adalah 65%,
Target tersebut dicapai sebesar 60% melalui peningkatan daya

saing 3 komoditi unggulan pertanian yaitu Bawang Merah, Kopi dan
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sudah tua, pada Tahun 2013 produksi tanaman kopi sebesar 7.932 ton.
Untuk tanaman Bawang Merah cenderung mengalami peningkatan, hal
tersebut akibat beralihnya petani kentang ke komoditi bawang merah,
pada Tahun 2013 produksi Kentang sebesar 817 ton, sedangkan untuk
komoditi bawang merah cenderung mengalami peningkatan, produksi
tanaman bawang merah pada tahun 2013 meningkat dari tahun 2012
senilai 39.295 Ton/ha. Kondisi tersebut dikarenakan tingginya harga jual
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bawang merah. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian pada
Tahun 2013 vang bersumber APBD dan APBN, Dinas Pertanian

Kabupaten Enrekang telah melakukan perbaikan dan pembangunan

Capamn targei Tahun 2&13 sebcsar ?l% dari target 70%. kondisi

dicapai melalui pendekatan SLPHT dan pelatihan pemanfaatan
penggunaan pupuk organik bagi 30 Klp Tani dengan luas lahan 510 Ha,
kondisi tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas
dan kuantitas produksi hasil pertanian khususnya komoditi bawang

merah, akan tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan
tentang pengetahuan dan pemahaman kepada petani terkait pemanfaatan
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pupuk organik disebabkan fakior kebiasaan oleh petani menggunakan

pupuk anorganik.
d. Berkurangnya Lahan Tidur dari Sebelum Periode Tahun 2008
s/d 2013.
Pada Tahun 2013 target berkurangnya lahan tidur tidak dapat

osar 90% dengan capaian

E. Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana
teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi

sebagai masalah penting (Sugiono, 2010:65).

Pelayanan penyuluh BP4K kabupaten Enrekang menjadi pusat
perhatian bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten Enrekang, salah satunya
pelayanan penyuluh di BP3K (Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
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Perikanan Dan Kehutanan) Kecamatan Anggeraja. Pelayanan penyuluh sangat
di perlukan untuk meningkatkan ekonomi kabupaten Enrekang dengan

memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang program yang telah dibuat dari

pemerintah pusat maupun kegi@ta; n yang direncanakan atau biasa

operasional penyuluh baik di kantor atau dilapangan dan fasilitas atau

bantuan dan pemerintah untuk anggota kelompok tani (masyarakat) serta
fasilitas pendukung lainnya.

b. Reliabilitas (Reliability) ;| Hal yang menyangkut tentang pemberian
informasi baru dari penyuluh pertanian ke setiap anggota kelompok tani,
kehandalah dalam memberikan pelayanan,

c. Responsivitas (Responsiveness) : Hal yang menyangkut tentang daya




tanggap atau respon penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan
apabila anggota kelompok tani ingin berkonsultasi dan apabila anggota
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Program/Kegiatan Layanan Penyuluh
Pertanian

I

Kinerja Pelayanan:

I. Ketampakan Fisik
Faktor (Tangible) Faktor

Penghambat 2. Reliabilitas (Reliability) "] Pendukung
3. Responsivilas

(Responsiveness)
4. Kompetensi

(Competence)
5. Akses (Access)

Kinerja Layanan Penvuluh Pertanian

Zeithmal, Pamsuraman dan Berry (1990)
Gambar 2.1. Kerangka Pikir
F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian inr bertujuan untuk menganalisis Kualitas Pelayanan
Penyuluh Pertanian Pada Kelompok Tani di Balai penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Anggeraja Kabupaten
Enrekang. Pemberian pelayanan melalui kualitas dalam kegiatan (sasaran
kerja) dan atau program pemerintah seperti Rencana Strategis (Renstra). dari
teori menurut Zeithmal, Parasuraman dan Berry, pengukuran Kinera
pelayanan  dapat  dilaksanakan  menggunakan  instrument-instrumen
pengukuran kinerja pelayanan yang telah dikembangkan, Adapun indicator
pelayanan yaitu: Ketampakan fisik (7Tangible), Reliabilitas (Reliabiity),

Responsivitas (Resvonsiveness), Kompetensi (Competence), Akses (Access),




G. Deskripsi Fokus Penelitian
Untuk menentukan Kualitas Pelayanan Penyuluh Pertanian pada

Kelompok Tani di Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

dalam pelayanan yang diberikan kepada kelompok tani.

b. Reliabiliti ( Reliability)
Kemampuan memberikan pelayanan kepada kelompok tani sesuai dengan
yang diharapkan untuk mengukur kualitas pelayanan penyuluh pertanian
di ( BP3K ) Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam

memberikan pelayanan yang mencakup pemberian informasi baru.
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¢. Responsivitas ( Responsiveness )
Kesigapan atau daya tanggap penyuluh pertanian ( BP3K) Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang dapat dilihat dari cara merespon petani
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BABINI
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian 1m dilaksan
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rangka mengetahui dan memahami tentang kinerja pelayanan penyuluh
pertanian di Balai penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K)
kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.
C. Sumber Data
Adapun data vang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini

dibedakan atas dua jenis yaitu:
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1. Data Primer
Data primer (data pokok) adalah suatu data yang diperoleh penulis dengan

terjun langsung ke objek penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan
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teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan
tertentu yang dimaksud, misal orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa
yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan peniliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Maksud
teknik purposive menurut irwan (2009:23) adalah penentuan informan yang

secara sengaja dipilih oleh peniliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu

vang dapat memperkaya data peneliti.
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Adapun yang menjadi infporman dalam penelitian ini adalah anggota

kelompok tani (masyarakat) Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
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E. Teknik Pengumpulan Data
a.  Observasi
Menurut Young dan Schimdt (1973) observasi adalah sebagai
pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-
fenomena yang nampak (Pasolong, 2012:131). Observasi dalam hal ini

dilakukan untuk melihat pelayanan Penyuluh Pertanian kepada masyarakat
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(petani) melaui kinerja.
b. Wawancara (Tnterview)

Wawancara difungsi sebagai tekmk pengumpulan data apabila

peneliti ingin melaksanal di» pendahuluan untuk menemukan

npnhi]ﬂ peneliti  ingin

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara,
pengamatan vang sudah dilakukan, studi dokumen dan sebagainya sampai
pada penarikan kesimpulan, Dalam melakukan analisis data, peneliti merujuk

pada beberapa tahapan yang dinyatakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono,
2010) vang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap informan compatible

terhadap penelitian selanjutnya observasi langsung dilapangan demi



menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data vang
diharapkan atau diinginkan.
2. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
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cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-
catatan dilapangan sehingga data teruji validitasnya.
. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pemeriksaan pengabsahan informasi atau data berkaitan
batasan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar adalah variabel
yang ingin di ukur (Ashari 2011:38). Keabsahan yang dimaksud juga dapat

dicapai melalui proses pengumpulan data dengan cepat. Salah satu cara yaitu
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dengan proses triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data
yang mengoptimalkan sesuatu vang lain diluar data untuk keperluan

pengecekan atau scbagai perbandingan data. Dalam penelitian ini, peneliti

menerapkan teknik triangulasi
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cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda, Misal data yang di peroleh dengan wawancara.

3. Tringulasi Wakiu
Tringulasi Waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda
agar data yang diperoleh lebih akurat dan ktedibel dan setiap hasil
wawancara yang telah dilakukan pada informasi.



BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitiar

ri luas Provinsi

a adalah sebuah
kecamatan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, yang berada +26
Km dari ibu kota kabupaten Enrckang dengan kota kecamatan yaitu
Cakke. Kecamatan Anggeraja merupakan salah satu kecamatan yang
potensinya dibidang pertanian sangat luas yang di dominasi oleh komoditi

hortikultura, perkebunan dan tanaman pangan.

52
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T..MI 4-11
Potensi dan Luas Kabupaten Enrekang

NO POTENSI KETERANGAN

Pegunungan Ketinggian 400-1.200 Meter

dibatasi kecamatan Alla sebelah utara, kecamatan Baraka, Malua sebelah
timur, kecamatan Enrekang sebelah selatan, dan kecamatan Masalle
scbelah barat.

b. Keadaan Daftar Desa/Kelurahan
Secara administratif Kecamatan Anggeraja memiliki 12 desa dan 3

kelurahan. Berikut daftar nama desa/kelurahan di Kecamatan Anggeraja

Kabupaten Enrekang,
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Tabel 4.2.
Daftar Keadaan Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping di Kelurahan
Lakawan Tanete, dan Mataram Kec. Anggeraja 2020

11

12 | Desa Pekalobean | 91752 | Anggeraja 19 Barata, S.5T

13 | Desa Salu Dewata | 91752 | Anggeraja 14 Maliki, SP

14 | Desa Siambo 91752 | Anggeraja 30 Muhammad
Umar, S.ST

15 | Desa Tindalun 91752 | Anggeraja 17 Muhammad
Umar, S.ST

Sumber : Laporan Program Penywluh BP3K Patampanua 2020
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¢. Gambaran Umum BP3K Kecamatan Anggeraja Kabupaten

Enrekang
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K)

Kecamatan Agg;rajz merupakan salah satu balai yang telah ditetapkan
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Enrekang sebagai berikut:

1. Penvuluh sebagai inisiator, vang senantiasa selalu memberikan
gagasan/ide-ide baru,

2. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan
keluar/kemudahan, baik dalam menyuluh/proses belajar mengaja,
maupun fasilitas dalam memajukan usaha taninya.

3. Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani




tahu, mau dan mampu.
4. Penyuluh sebagai guru, pembimbing petani, yang senantiasa
mengajar, melatih petani sebagai orang dewasa.
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Program Pemerintah Pusat dalam Nawacita Pembangunan, yakm UPSUS
Pajale (padi, jagung, dan kedelai), UPSUS Babe (Bawang Merah dan
cabe), UPSUS Tebu (Gula).
d. Visi dan Misi BPIK Enrekang
a) Visi
“Terwujudnya Pertanian Tangguh Berdaya Saing dan Beriorentasi
Agribinis Menuju Enrekang Maju Aman dan Sejahtera (EMAS)




Tahun 2019”7
b) Misi

I. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga
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pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau
tercapainya tujuan pelayanan public,
¢) Data Ketenagaan Penyuluh BP3K dan Data Kelompok Tani
Kecamatan Anggeraja
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Anggeraja

didukung oleh tenaga harian lepas 6 orang, dan tenaga penyuluh pertanian,
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perikanan dan kehutanan (PNS) 19 orang. Berikut data tenaga kerjadan

THL BP3K Anggeraja.
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Kas| Pemberhan

13 | Resi Amalia, SP
Perlindungan Tanaman
Perkebunan
14 | Ridha, SP Kasi Produksi
Perkebunan
15 | Muchsin Syaharuddin, Kasi Sarana Dan
SE.M.AP Prasarana Perkebunan
16 | Hj. Hasda, SP Kasi Kelembagaan
Penyuluhan
17 | Wahyuni, SP,M.AP Kasi Ketenagaan
Penyuluhan
18 | Bahtiar Basri, SP Kasi Metode Dan
Informasi Penyuluhan
19 | Bahtiar Sija Kasi Pembenihan
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Perlindungan Tanaman
Pangan

20 | Hermawati Arsyad, Kasi Pmdukm Tanaman
SP 1

21 | Yunus Geno, SP

Sumber: Arsip Kepegawa
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Hal ini pun juga di perjelas di dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan kepada
masyarakat sekurang-kurangnya memenuhi standar yaitu: dasar hukum,
persyaratan, system, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian,
biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi

pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, masukan,

jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian waktu,
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jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana
dalam rangka mempermudah dan mempercepat akses pelayanan,

Pemerintah menuntut para pemberni layanan untuk meningkatkan kinerja

yang menyangkut dengan ki

2

dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi Pertanian di
Kabupaten Enrckang, hal ini tidak luput dari kerja sama antara Penyuluh
Pertanian, Petani (Masyarakat) dan Dinas Pertanian. Data peningkatan
produksi pertanian di Kabupaten Enrekang dari tahun 2014-2019 disajikan
di lampiran. Pada dasarnya, terdapat beragam alat ukur, tolok ukur,
parameter, atau indikator kualitas pelayanan publik karena pihak yang
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menentukan kualitas yang beragam, berikut sudut pandangnya. Secara

sederhana dapat dikatakan kinerja pelayanan dapat diketahui dengan cara

(3
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Reliability, Responsivitas, Competensi, Akses.
a. Tangibel

Tangibles (Kenampakan fisik) menyangkut kemampuan Penyuluh
Pertanian di BP3K Kecamatan Anggeraja  untuk menunjukkan
eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana
dan prasarana fisik, keadaan lingkungan sekitarnya, serta bukti nyata dari

kinerja yang di wujudkan dalam pelayanan yang di berikan olch pemben
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jasa. Jadi Tangihle mencakup pelayanan berupa fasilitas fisik perkantoran,

perlengkapan, kebersihan dan sarana komunikasi, ruang tunggu, tempat

informasi. Karena pelayanan yang baik itu adalah memiliki sarana dan
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sahagai fasilitas penyuluh untuk membuat programa vang direncanakan.
Adapun fasilitas untuk setiap anggota kelompok tani seperti pupuk, benih
padi, kontraktor (dompeng), bantuan irigasi atau bantuan lainnya kepala
BP3K hanya mengawasi terkait hal tersebut, Kooordinir dan
pertanggungjawabnya oleh PPK, hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara
dengan Bapak Muhammad umar yang menjabat sebagai PPK (Penyuluh

Pertanian Kecamatan) mengatakan
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“Kalau masalah fasilitas atau bantuan untuk petani sava yang
bertanggung jawab, karena sava sebagai PPK jabatan rangkap,
cuman saya sebagai PPK ini sebagai perpanjangan tangan yang
memiliki tugas PPK yang mengatasi bantuan-bantuan atau bakso
dari pusat untuk petam seperti program yang dicanamkan, yang
dimana program ini berupa bantuan Pupuk, Benih, Dompeng,
Perbaikan Jaringan Ingasi Tingkat Usaha Tani (JITU) Optimalisasi
Lahan (OPLA), Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPTT),
Percetakan Sawah Baru, Pola Seri. Saya sebagai koordinator proyek
atau program dari pemerintah untuk pembangunan Pertanian, petani
juga diberikan kesempatin untgk meminta bantuan melaui saya
dengan cara miengajukan proposal lenghap dengan nama kelompok
tani, ketua. Sekretaris, bendahara, anggotd, alasan meminta bantuan
dan banisan seperii apa. Kalau sudah membuat proposal nanti saya
‘ajukan ke BP3K dan BP3K mengajukan di Dinas Pertaman, Dinas
Perianian yang akan memproses ke Pemerintah Pusat. Disinimi saya
juga bisa meningkatkan kinerja saya dengan pelayanan, saya juga
seperti halnya penyuluh mengerjakan tugas layaknya penyuluh tapi
saya dituntut untuk mcngctahm keadaan keseluruhan wilayah
Kecamatan Anggeraja ini. bersama denga Sckretenis Ketahanan
Pangan (SEKWAN) Kecamatan Anggeraja.” (hasil wawancara MU,
23 November 2020)

Dalem hal penyediaan fasilitas atau bantuan bugi) setiap anggota
kelompok tani. Bapak MU scbagai PPK ini berusatia memberikan yang
terbaik  Membantu anggota kelompok tani yang ingin mendapatkan bantuan
dengan cara mengajukan proposal sctelah itu diajukan kedinas yang terkait.

Sehingga hal tersebut memberikan kepuasan bagi setiap anggota
kelompok tani seperti yang di kemukakan Bapak Asman Ketua kelompok
tani desa Saludewata yang mengatakan:

“Fasilitas yang dikasikanki baik dan bagus seperti tanaman Jagung,

bibit bawang. Ada juga ini bantuan dari program pemerintah, seperti

bantuan perbaikan irigasi, Penampungan, Penerangan lampu lahan
bawang kalau malam, dan ini dilaksanakan oleh penyuluh.

Bantuannya bagusji, karena selama ini setiap ada bantuan saya dapat

terus. Disini di kelompok tani Anggeraja memerlukan pemekaran

karena terlalu luas lahannya, bantuan juga tidak merata kalau tidak di

bagi ini kelompok Anggeraja, setau saya yang sudah peraturan yang
dijelakan bapak/ibu penyuluh ini kalau masing-masing luas lahan 25




hektar/kelompok tani. Jadi ada sebagian yang tidak dapat bantuan
karena itumi tadi luas lahan besar baru anggota kelompok tani
Anggeraja banyak, itumi perluki pemekaran kelompok ini supaya
dapat semua. Bantuannya juga ada seperti dompeng, satu dompeng
untuk kelompok tani Anggeraja yang dibagi lagi beberapa kelompok
| asih berfungsi, ada juga sanggar kelompok tani
yang dibangun, sanggar ini dananya dari bantuan pemerintahji. Kita
! intuk membuat proposal bantuan

patki bantuan,” (hasil wawancara
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lengkap dan keadaan atau situasi kantor juga baik dan bersih dengan

memberi wadah bagi tani menyampaikan aspirasi atau bantuan ke
pemerintah melalui pembuatan proposal dari kelompok tani tertentu dan
menyampaikan proposal/rencana aluran bantuan darurat jika memang
dibutuhkan dan di fasilitasi oleh Penyuluh pertanian sesuai wilayah yang
sudah di bentuk.

Wawancara dengan salah satu PPL honorer ibu Anti, SP di kantor
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(BP3K) Kecamatn Anggeraja

“Jumlah petani di Kecamatan Anggeraja ini sangat banyak, tidak
mungkin penyuluh mendatangi satu persatu anggota kelompok
tani, maka dari itu diperlukan pembentukan kelompok. Ada juga
anggota kelompok tani‘vang jarang bahkan tidak pernah datang
kalau ada kegiatan periemusn kelompok tani dengan penyuluh,
petani sudah diundang tapi tidak datang. Nanti setelah ada
bantuan mdu dib ago-bagi dan tidak dapat bantuan pasti marahmi-
matahmii, bagaimana mau dikasth informas: baru dan mengenal
anggota ‘disetiapnkelompk tam kalau ada yang jarang datang
bahkan tidak pernah datang kalauw ada pertemuan. [tu juga petani
kalau sudahn dapat bantuan vang ketigd kalinya dan tidak dikasi,
alasannya tidak pénah dapat bantuaan karcoa petani mau lagi
seperti tidak ada rasah syukumnya, scdngkan ada petam yang lain
vang membutuhkan,” (hasil wawancara AN, 27, November 2020)

Dari pernyataan tbu AN diatas, ada beberapa aggota kelompok tani
yang apabila telah mendapatakan bantuan tidak mengakui bantuan tersebut
telah chdapatkan dan pada kenyataanya ada petani lain yang lebih
mebutuhkan,

Adapun pernyataan PPL PNS Bapak Kamal, SP Sekretris (BP3K)
Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang mengatakan:

“Penyuluh sekarang ini yang pegawai-pegawal mudah tidak seperti
penyuluh duly, kita dulu dituntut untuk terjun kelapangan,
bersosialisasi dengan baik di lapangan, harus mengertahui
keadawaan kebun, sawah dan cuacapun harus di ketahui. Dulu 1tu
lebih banvak mempraktekan di banding sekarang penyuluh mudah
cekatan di lapangan tetapi terampil dalam bidang kepegawaian
misalnya masalah pengetikan, computer, pengelolaan laporan. Itu
bedanya penyuluh dulu dengan sekarang, makanya ada beberapa
wilayah itu yang penyuluhnya tidak terlalu kenal dengan kelompok
taninya karena itu tadi, jarangnya prakterk langsung dan
keterampilan atau pengetahuannya tidak seperti penyuluh
terdahulu. Tetapi sekarang ini memang sebenarnya penyuluh tidak
terlalu dituntut untuk terlalu seringmeninjau langsung dilapangan
asalkan laporan dan prestasinya dapat dipertanggung jawabkan.”
(hasil wawancara KM, 27 November 2020).
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa fasilitas-




fasilitas vang didapatkan oleh petani dilapangan cukup baik, setiap
kelompok tani mendapatkan fasilitas atau bantuan, cuman perlunya
pemekaran kelompok tani karena ada beberapa desa atau kelurahan yang

perhatikan, salah satunya seperti proses dalam pemberilan pelayanan yang

menyangkut pemberian informasi-informasi baru. Berikut foto proses
pelayanan di BP3K Anggeraja.

Dari pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan
oleh penulis, menunjukkan bahwa dalam proses pemberian pelayanan
penyuluh pertanian di lihat dari tugas penyuluh pertanian yaitu melakukan

penyuluhan yang terjun langsung kelapangan, memberikan pelayanan yang
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baik dengan cara meningkatkan kemampuan kelembagaan petani dan
kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi tani, membantu pelaku

angkan jejaring dan kemitraan usaha
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tani int sudah jadi peraturannya pemenintah.”™

(hasil wawancara AD, 23 November2020)

Wawancaran dengan Bapak AD dilakukan setelah selesainya
kegiatan pemekaran kelompok tani di Desa Saludewata dan dani hasil
pengamatan peneliti, kegiatan pemekaran kelompok ini berjalan sesuai
dengan prosedur pelayanan, Karena informasi atau aturan-aturan untuk

pemekaran kelompok di jelaskan dengan baik dan jelas oleh Kepala BP3K
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Kecamatan Anggeraja, kegiatan ini juga di hadiri oleh Penyuluh yang
bertugas di wilayah ini, Penyuluh Pertanian yang bertugas juga menindak

lanjuti pemekaran kelompok ini,

pernyataan Penyuluh di Wilayah tersebut Ibu Irawaty yang mengatakan

“Kalau informasi itu memang kita sebagai penyuluh harus
memberi tahukan kepada petani agar petani juga mengetahui
informasi-informasi baru seperti halnya bantuan-bantuan dari
pemerintah, informasi baru tentang penanggulangan masalah-
masalah dilapangan. Informasi-informasi itu kita dapatkan dari

kepala BP3K. Hal itu sudah tugas dari penyuluh memberikan
paiayamn dengan memberikan informasi baru dan dipertanggung
jawabkan. Saya disini sebagai THL (Tenaga Harian Lepas) itu
tenaga bantu yang di tetapkan oleh menteri pertanian dari tahun
201Kita juga sebagai THL di berikan infromasi baru, diberikan
pengetahuan baru dan kita juga sebagm THL memiliki wilayah
penyuluhan seperti saya di desa pincara. Kita bekerja seperti
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layaknya Pegawai Negeri Sipil tetapa ynng memberdakan itu pada

tingkat Laporan dan tingkat penggajian.” (hasil wawancara IR, 23
November2020)

Pernyataan dari anggota

Dari pengamatan dan wawancara penulis secara langsung,
menunjukkan bahwa daya tanggap Penyuluh Pertanian BP3K Kecamatan
Anggeraja dapat dilihat dari cara merespon petani yang memiliki masalah
atau keluhan dilapangan, cara menyelesaikan masalah atau keluhan
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Liha
petani dari kelompok tani saludewata mengatakan

“Iya penyuluh merespon dengan cepat, selalu bersedia untuk
melavani bahkan kadang-kadang juga kita melapor ke kantornya
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langsung, kadang-kadang juga penyuluh langsung turun lapangan
untuk menindaki lebih cepat masalah yang terjadi di sawah atau
perkebunan. Tetapi juga saya pernah melaporkan masalah di
kelompok tani imi penyuluh kurang menindaki masalah internal
dalam kelompok ini, baru sekarang ini diadakan pertemuan untuk
memekarkan kelumpn]v. tanis Itu juga penyuluh yvang bertugas disini
Jarang mengunjungilapangan, biasanya penyuluh yang datang
disini cuman satu kali setiap satu minggu. jadi kita disini petani
tidak terlalu‘akrab begitu dengan penyuluh.” (hasil wawancara LH,
25 November 2020)

Berkaitan _Jengan pernyataan diatas, penulis mewawancarai

penvuluh yany bertugas di Desa Saludewata, Bapak Bici mengatakan -

“Kalau hal saya jarang ke Desa Saludewata karena terkendala
wiiayah mumah saya jauh dari lapangan kerja dan saya juga tidak
tau bawa motor dan jumlah petani disini sangat banyak ada 14
kelompok tani, setiap kelompok tani memiliky anggota lebih dari
30, apalagi saya disini sebagai Penyuluh Pertanian yang
menjalankan tugas karena penyuluh itu bersifat Polivalen yang
m"Em}:t harus mampu mengetahui semua bidang peryuluhan seperti
pertanian, perikanan, kehutanan. Saya dengar baru-baru informasi
babwa (ahun depan tidak akan lagi scperti ito, penyuluh akan
ditempatkan diwilayah yang sesual dengan bidangnya.” (hasil
wawancara BC, 25 November 2020

Dari wawancara diatas, salah satu yang jadi masalah dalam respon

penyuluh yang bertugas diwilayah tersebut ialah kendala dari jarak yang

jauh antara rumah Kelapangan serta banyvaknya anggota kelompoktani yang

ditangam penyuluh tersebut melebihi dan kapasitas penyuluh, sehingga

penyuluh tidak terlalu aktif di setiap kelompok tani.

Tetapi hal in1 berbeda dari hasil wawancara yang dilakukan penulis

dengan salah satu anggota kelompok tani Desa Tindallun , Bapak Yudi

mengatakan;

“Kalau respon penyuluh disini alhamdulillah baik karena setiap
kita punya masalah dikebunta, Bapak penyuluh memberikan saran
dan langsung merespon bahkan selalu kelapangan untuk meninjau
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biasanya setiap minggu itu bisa dibilang 2-3 kali ke kebun ini,
apalagi sekarang waktu penanam, jadi kebunta disimi dilihat
bagaimana keadaannya, apa ada masalah hama yang baru atau
masalah lainnya. Atau bisa diarahkan langsung ke kantor kalau ada
masalah, dan pelayanan dikantor juga cepat tidak ribet karena edda
na buda gaja tau jadi cepat ki dilayani” (hasil wawancara YD, 26
November 2016)

Hal ini didukung oleh pernyataan Penyuluh Pertaman yang bertugas
di wilayah+ersebut, Bapak Awwing desa tindallun mengatakan :

“Saya alharidulillah merespon petaniji kalan ada keluhan atau
complain malahan jarang petani kekantor mengurus karena langsung
didatangi oleh penyuluh itu kebiasuan penyuluh disin. Sebagai
penvuluh pastinya barus cepat merespon karena memang sudah
seperti itu tugasnya penyuluh, memberikan arahan dan solusi apabila
kebun mengalami masalah seperti ferserang hama. [idak hanya itu
sebagal penyuluh harus berbaur dengan petani agar pelayananta
untuk petani bisa di berikan dengan baik, karena penyuluh itu di
rumtut untuk tidak kaku dan harus berbaur dengan petani sehingga
putam tidak canggung untuk menmwkan kelunannya kepada
petani yang bertugas. Dikantor juga setiap harinya-ada satu atau dua
peiam yang datang untuk berkonsultasi atan menyvampaikan masalah,

dan penyuluh yang bertugas pada hari itupun pasti harus merespon
dan menanggapi petant yang datang” (hasil svawancara AW, 26
November 2020)

Berbicara mengenar respon aleu daya tanggap dari wawancara
anggota kelompok tani dan penyuluh vang bertugas di Desa Saludewata
berbeda dengan wawancara dari desa Tindallun. Penyuluh Desa
Saludewata memberikan respon dan daya tanggap kepada anggota
kelompok tani dengan baik sesuai tugasnya.

Dari beberapa hasil wawancara dapat dikatakan bahwa respon atau
dava tanggap Penyuluh Pertanian tidak sepenuhnya baik, karena ada
penyuluh yang bertugas di wilayah yang telah ditetapkan kurang berbaur

dengan para petani dikarenakan jarangnya penyuluh tersebut turun



lapangan. Tetapi hal tersebut berbeda dari hasil wawancara anggota
kelompok di Desa atau Kelurahan lain yang mengatakan respon dan daya

tanggap penyuluh yang bertugas baik.

penyuluh pertanian memberikan penjelasan dan arahan kepada
anggota kelompok tani mengenai masalah pemekaran kelompok tani
Penulis mewawancarai salah satu anggota kelompok tani saat acara
pemekaran kelompoktani tersebut, Bapak Asman ketua kelompok tani
Saludewata mengatakan :

“Penyuluh caranya menjelaskan sangat luar biasa dan jelas, karena

kita di berikan arahan bagaimana caranya mengatasi masalah-

masalah pada padi, hama di padi, menjelaskan peraturan seperti tadi
itu aturan pemekaran kelompoktani, penjelasannya jelas dan
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dimengerti.” (hasil wawancara AS, 25 November 2020)
Hal ini didukung juga oleh pernyataan Bapak Judi selaku Ketua
kelompok tani kelurahan Lakawan mengatakan ;

“Penyuluh itu caranyaimenjelaskan tentang masalah pertanian bagus,
biasa juga ada pelatihan yang dikaSikanki namanya SL. Kalau ada
pelatihan-pelatihan seperti itu penyuluh menjelaskan dengan baik.
Ada jugapelayanan yang diberikan misalova jaringan irigasi (JITU),
biasa-juga penvululr-kasiki saran hagaimana mengatasi hama di
kebun,” (hasil wawancara JD, 26 November 2020)

Dari wawancara i -atds, perigerabuan penyuluh pertanian sudah
diterapkan dengan baik, cara penyampaian yang jelas serta adanya
pelatihan yang dilaksanakan oleh penyuluh perianian untuk anggota
kelompok tani Seperti vang di katakan olch Bapak Addi Kepala BP3K
Anggeraja, mengatakan ;

“Pelatihan juga diadakan untuk petani. pelatiian itu biasa di
laksanakan di BP3K atau biasa juga ke BP4K mengikuti pelatihan.
Pelatithiva it dari. provinsi.kabupaicn atau penyuluh, biasa juga
petani dipanggil kemassar mengikuti pelanhan ataukan di batang
kaluku karena di batang kaluku itu ada memang tempat terkhusus
untuk pelatihan. Tidak hanva it pelatuhan-pelatihan yang didapat
penyuluh pastinya selalu ada, karena itu penyuluh setiap saat selalu
dipanggil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, masalah menambah
keterampilannya, pengetahuannya Karena penyuluh itu kalau tidak
diberikan pelatihan tidak akan ada ketrampilan ataupun pengetahuan
baru dan tidak bisa berkembang, sedangkan petani disimi banyak
sekali. Tetapi pelatihan-pelatihan ini biasanya ntdak terprogram,
kalau ditingkat kabupaten tidak tefjadwal karena kadang ada
kegiatan yang mendesak jadi sayas sebagai kepala BP3K pergi ke
BP4K untuk pertemuan atau mengikuti pelatihan. Nah disitumi nanti
pertemuan atau pelatihan ada informasi yang baru, kita sebagai
kepala BP3K harus menyampaikan kepada penyuluh dan diteruskan
kepetani.” (hasil wawancara AD, 23 November 2020)

Pernyataan diatas hampir sama dengan apa yang di kemukakan oleh

satu penyuluh pertanian, bapak Maliki mengatakan :



74

“Disini itu kita di berikan pelatihan untuk nantinya menambah
pengetahuan, misalnya pelatihan pemilihan benih bermutu dengan
memakai telur, air dan garam setelah itu kita terapkan dilapangan
diberitahukan ke petani bagaimana cara pemilihan benih bermutu,
memberitahukan bagm ans parham:lmgan vang bagus. Tidak hanya
; alatan yang dibutuhkan dan kita

etunjuk. Pelatihan juga biasanya

. atau BP4K biasa juga ada

mengembangkan kemampuan atau keterampilan.

Selain itu kompetensi penyuluh juga dilihat pada SKP Penyuluh,
SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di
dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, SKP di buat setiap awal tahun. Untuk

menentukan target kuantitas dalam pekerjaan dengan mempertimbangkan

jumlah output vang masuk pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan untuk
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menilai aspek kualitas dalam suatu pekerjaan atau kegiatan adalah dengan
mengacu pada parameter yang ada pada Peraturan Kepala BKN Nomor 1

Tahun 2013 (20) mengenai tata cara penilaian SKP yang memiliki nilai

dari 51-100, setiap hasil & .a‘A ai dan setiap pergerakan Penyuluh
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tetapkan pada Peraturan Kepala BKN Nomor | Tahun 2003, sedangkan
nilainya langsung dituangkan dalam penyusunan SKP pada akhir tahun
dalam kolom nilai tugas tambahan.

Pada akhir tahun penyuluh membuat laporan DP3. DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) adalah suatu daftar yang memuat hasil
penilaian Pelaksanaan Pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
jangka waktu satu tahun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
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Daftar tersebut digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan
pembinaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain dalam mempertimbangkan

kenaikan pangkat penempatan dalam jabatan, pemindahan, kenaikan gaji

)
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dari pengetahuan dalam menjelaskan tentang pertanian, keterampilan
dalam mengelola media-media bekas untuk dapat dipergunakan serta SKP
dan DP3 atau laporan akhir tahun dapat dipertanggung jawabkan sesuai
dengan kegiatan selama satu tahun yang dimana DP3 dan SKP memiliki
perbedaan, perbedaannya adalah DP3 yang dinilai lebih pada perilaku
kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan SKP lebih pada capaian kinerja
PNS yang bersangkutan dalam setiap targetnya.




e. Accsess
Akses (accsess) merupakan kemudahan setiap individu untuk

mendapatkan pelayanan, untuk menghubungi pegawai dan kedisiplinan
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di lapangan, memdnlusnran aiau b:asa toh kalau dlluar jam kerja
didatangi rumahnya. Kalau pergiki kekantornya juga adaji disana
penyuluh yang bertugas tetapi kalau saya belum pernah pa pergi di
BP3K nva penyuluh tapi kalau anggota sering datang disana kayak
ketua kelompok.” (hasil wawancara BR, 27 November 2020)
Penyataan anggota kelompok tani diatas mengenai kemudahah untuk
menghubungi penyuluh dapat melalui komunikasi via telefon/Whatsapp
atau langsung mendatangi kediaman penyuluh yang terkait. Hal ini di

benarkan oleh Bapak Addi Kepala BP3K Anggeraja mengatakan
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“Akses untuk petani menghubungi  penyuluh itu mudah, bisa
langsung menelefon, WA juga bisa. Petani bisa juga langsung
kerumah para penyuluh untuk berkonsultasi atau ada keperluan. Jadi
bisa dikatakan bahwa kerja penyuluh itu hampir 24 jam, tidak ada
bilang siang-malam, petani diberikan kebebeasan datang
kerumah. "(hasil wawanca D, 23 November 2020)

Penyuluh Pertanian BP3K

\\\\I lh//
SN g

DAda NE NOSKO akan memob AN petavanal abila -
kelompoktani yang datang konsultasi.” (hasﬂ wawancara, 23
November 2020)

Dari hasil wawancara dan pengamatan dapat dikatakan bahwa tidak
ada masalah dalam akses anggota kelompok tani apabila memilki
keperluan baik itu di jam kerja penyuluh maupun diluar jam kerja,
penyuluh memberikan kelonggaran bagi petani (masyarakat) untuk
menghubungi atau mendatangi kediaman penyuluh masing-masing.

Begitupun juga dalam kedisiplinan penyuluh mengenai kehadiran



penyuluh pada saat jam kerja, dengan adanya jadwal posko penyuluh
mampu meningkatkan pelayanan dengan memberikan konsultasi kepda
anggota kelompok tani vang datang ke kantor BP3K. Tetapi daftar hadir

atau absen yang /A ecara manual, hal ini menjadi

kekurangan dalam psi penyuluh pertanian di
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fasilitas pendukung lainnya. Dilihat dari indikator ketampakan fisik
(Tangibel) yang dimana menyangkut tentang fasilitas atau bantuan yang
digunakan penyuluh pertanian sudah cukup baik dan memuaskan anggota
kelompok tani. Indikator tersebut merupakan pelayanan yang didapatkan
oleh anggota kelompoktani dari pemerintah dan penyuluh pertanian, tidak

hanya itu penyuluh pertanian juga berhak dalam mendapatkan fasilitas

yang baik agar penyuluh mampu menjalankan dan memberikan pelayanan




yang baik.
2. Reliabilitas (Reliability) : Hal yang menyangkut tentang pemberian

informasi baru dari penyuluh pertanian ke setiap anggota kelompok tani,

kehandalah dalam membe
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indikator ini daya tanggap, kesigapan dan respon penyuluh kurang baik di
salah satu Desa. Berdasarkan hasil wawancara vang dilakukan kepada
narasumber dan observasi di lapangan, penyuluh pertanian yang bertugas
di Desa tersebut tidak memiliki kecakapan yang baik, tidak terlalu aktif
dalam proses pendekatan kesetiap anggota kelompok tani. Peninjauan
kelapangan yang kurang, sehingga tidak terjalinnya keakraban antara

penyuluh dan anggota kelompok tani. Penyuluh pertanian seharusnya
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memahami tentang daya tanggap yang baik dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, melakukan pendekatan secara aktif kepada anggota
kelompoktani. Selain itu, penyuluh yang bertugas diwilayah tersebut tidak

penyuluh pertanian dan anggota kelompok tani.

5. Akses (4ccsess) : Hal yang menyangkut tentang kemudahan anggota
kelompok tani untuk menghubungi penyuluh pertanian apabila memiliki
keperluan. Pada indikator ini kemudahan anggota kelompoktani apabila
memiliki keperluan kepada penyuluh pertanian dapat dikatakan baik
karena penyuluh pertanian memberikan kesempatan anggota kelompoktani
untuk menghubingi melalui telefon atau mendatangi kediaman penyuluh
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pertanian. Jam kerja penyuluh pertanian juga mulai dari jam 08.00-14.00
WITA pada hari senin sampai jumat, sedangkan dihari sabtu penyuluh
pertanian tetap bekerja di jam 08.00-12.00 WITA. Dengan adanya jadwal




1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pen

\\\ A\h,.,//

memiliki sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya. Sikap bahwa
inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya
dan sikap menyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap
memberi  bantuan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan demi adanya
perubahan-perubahan pada sasaran. Kualitas Pelayanan Penyuluh Pertanian
pada Kelompok Tani di Balai penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(BP3K) Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang,




1) Ketampakan Fisik (Tangible) Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan
bahwa fasilitas-fasilitas yang didapatkan oleh petami dilapangan cukup

baik, setiap kelompok tani mendapatkan fasilitas atau bantuan, cuman

perlunya pemekaran k \

. PENYUIUDn o

pelayanan berupa informasi baru tidak ada kendala yang berarti proses
tersebut sudah baik dan dapat dipahami oleh setiap anggota kelompok tani.
3) Responsivitas (Responsiveness) Berbicara mengenai respon atau daya
tanggap dari wawancara anggota kelompok tani dan penyuluh yang
bertugas di Desa Saludewata berbeda dengan wawancara dari desa
Tindallun. Penyuluh Desa Saludewata memberikan respon dan daya

tanggap kepada anggota kelompok tani dengan baik sesuai tugasnya. Dari
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beberapa hasil wawancara dapat dikatakan bahwa respon atau daya
tanggap Penyuluh Pertanian tidak sepenuhnya baik, karena ada penyuluh
vang bertugas di wilayah yang telah ditetapkan kurang berbaur dengan

\
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setiap targetnya.

5) Akses (dccess) Dari hasil wawancara dan pengamatan dapat dikatakan
bahwa tidak ada masalah dalam akses anggota kelompok tam apabila
memilki keperluan baik itu di jam kerja penyuluh maupun diluar jam
kerja, penyuluh memberikan kelonggaran bagi petani (masyarakat) untuk
menghubungi atau mendatangi kediaman penyuluh masing-masing.

Begitupun juga dalam kedisiplinan penyuluh mengenai kehadiran




penyuluh pada saat jam kerja, dengan adanya jadwal posko penyuluh
mampu meningkatkan pelayanan dengan memberikan konsultasi kepda
anggota kelompoktani yang datang ke kantor BP3K. Tetapi daftar hadir

2 manual, hal ini menjadi
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bersosialisasi dilapangan dan untuk manambah keterampilan maupun
pengetahuan.

4. Pemerintah harus memperbaiki penetapan penyuluh, seperti halnya
penetapan Penyuluh Pertanian di wiliayah yang memang memiliki
potensial pertanian, agar kinerja pelayanan Penyuluh lebih optimal sesuai
dengan bidangnya.

5. Menambah dan Menetapkannya status Tenaga Harian Lepas (THL), agar



di Kecamatan Anggeraja produksi swasembada pangan lebih meningkat
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4 Gambar |

(Mengikutr Kegiatan Pemekaran Kelompok {ant Desa Saludewata dan Desa
Tindatiun)




4 Gambar 2

=W

(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani Desa Saludewata dan Desa Tindallun)
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&+ Cambar 3

(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tam Kelurahan Lakawan dan Desa
Siambn)




d Gambar 4

(Wawancara dengan Anggota Kelompok Tani yang Baru saja Berkunjung Ke
BP3K Anggeraja)
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4 Gambar 5

i
1

(Wawancara dengan Kepala kantor BP3K Kecamatan Anggeraju dan beberapa kepala
hidang PPK Angeeraja)
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A CGambar 6
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(Depan Kantor BP3K Kabupaten Anggeraja)
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& Gambar 7

(Luas Lahan Menurut Penggunaannya dan Populasi Ternak)




4 Gambar 8

(Media Prakiek Penvuluh Pertaman di BP3K Kabupaten Enrekang)
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RIWAYAT HIDUP

Della Pusfitha S}'am lahir di Cakke Kabupaten Enrekang

Anggeraja Kabupaten Enrekang ".



